
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 24 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4 

TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN 

KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas 
dan akuntabilitas penatausahaan keuangan di 

Pemerintah Kota Semarang dipandang perlu untuk 

mengembangkan tanda tangan elektronik pada Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai dengan proses 
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang semula 
tandatangan manual menjadi tandatangan elektronik; 

 b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan 

Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan 

Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota 
Semarang, perlu ditinjau kembali; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan 
Daerah Kota Semarang; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah, Kota Besar dalam 
lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;   

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5589) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana 

telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 83); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
penyampaiannya; 

 

 

 

 

 



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebgaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 15); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 157); 

22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan 

Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang 

Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 
2017 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan 

Keuangan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2020 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan:  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4 

TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG. 
 

 Pasal I 

 
Ketentuan diantara Pasal 45 dan Pasal 46 dalam Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur 

Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2017 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Walikota Semarang: 

a. Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur 

Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2017 Nomor 48); 

b. Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur 

Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2020 Nomor 12); 

disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 



 

 
 

Pasal 45A 

(1)   Prosedur Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
sampai dengan Pasal 45 berupa data softcopy yang dikirimkan 

secara elektronik. 

(2)   Penandatanganan SPM oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 berupa tanda tangan elektronik 
yang dikeluarkan Badan Siber dan Sandi Negara. 

(3)  Penandatanganan SPM secara elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dimulai pada Perangkat 
Daerah yang sudah siap.  

 

Pasal 45B 

(1)  Penandatanganan SPM secara elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45A ayat (2), dikecualikan dalam hal terjadi gangguan 

jaringan/internet/sistem/aplikasi. 
(2)  Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dibuktikan dengan surat keterangan yang menyatakan 

jaringan/internet/sistem/aplikasi tidak dapat beroperasi sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur dari Kepala Dinas 
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. 

(3) Dalam hal keadaan/kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terjadi maka penandatanganan SP2D dilakukan secara manual. 
 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 
 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 1 April 2020 

          WALIKOTA SEMARANG, 
 

 

            ttd 
  

      HENDRAR PRIHADI   

 
Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 1 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 
 

  

                           ttd 

 
               ISWAR AMINUDDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 24 
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